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ABSTRAK :  

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur 

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi 

Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan 

Melayani di Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024, serta 

dalam rangka mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi dan mendorong terwujudnya 

penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan berorientasi pada pelayanan publik 

yang prima, perlu dilakukan pembangunan zona integritas di Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten Pasuruan, sehingga perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten Pasuruan tentang Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah 

Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi 

Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan Tahun 2026. 

 

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan ini adalah : 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 

Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, 

dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, 

terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023; Peraturan 

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, 

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat 

Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota 

sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 

21 Tahun 2023; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju 

Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi 

Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur 

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024. 

 

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan Nomor 5 Tahun 2026 diatur tentang: 

Menetapkan Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari 

Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum 



Kabupaten Pasuruan Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan, yang 

meliputi kegiatan pada area Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Sistem 

Manajemen Sumber Daya Manusia, Penguatan Akuntabilitas, Penguatan Pengawasan, dan 

Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, beserta sub kegiatan, indikator keberhasilan, dan 

jadwal pelaksanaan bulanan sepanjang Tahun 2026. 

 

CATATAN : 

• Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 06 Januari 2026. 

• Lampiran 8 halaman. 


